
JAKARTA (KR) - Bank

Mandiri Taspen sadar betul ke

depan kemandirian nasabah

dalam bertransaksi menjadi

hal yang sangat penting.

Karena itu perseroan melun-

curkan QR Code Indonesian

Standard (QRIS) untuk me-

ningkatkan layanan kepada

nasabah. 

ÓBank Mandiri Taspen se-

cara masif melakukan digital-

isasi fitur-fitur perbankan yang

memudahkan para nasabah,

dimana sebagian besar mere-

ka pensiunan, untuk melaku-

kan transaksi tanpa harus

datang ke kantor cabang,Ó

ungkap Maswar Purnama,

Direktur Bisnis Bank Mandiri

Taspen, di JCC, Jakarta,

Selasa (9/5).

Sebanyak 215,63 juta pen-

duduk Indonesia sudah men-

jadi pengguna internet saat ini.

Pengguna berusia 55 tahun ke

atas mencapai 51,73 persen.

ÓDari sisi bisnis, ini menun-

jukkan peluang yang sangat

besar bagi perbankan di

Indonesia. Fitur QRIS juga un-

tuk mendukung Bank Indo-

nesia dalam pengembangan

QRIS, serta cashless society,Ó

jelas Maswar.

Dikatakan, bank dituntut un-

tuk bisa memenuhi kualitas

layanan yang mandiri (self-

service) sehingga nasabah ti-

dak perlu lagi datang ke kantor

bank untuk melakukan tran-

saksi. ÓNasabah telah menjadi

pusat aktivitas dan transaksi

perbankan,Ó ujar Maswar.

Menurut Maswar, fitur QRIS

pada Movin by Bank Mandiri

Taspen ini sangat mudah di-

operasikan. 

ÓKami sangat mengenal dan

menghargai nasabah, sehing-

ga dalam menghasilkan servis

pun kami mendahulukan ke-

mudahan dan kenyamanan

mereka,Ó tuturnya.

(Ogi)-f

Faktor lain yang perlu diper-

hatikan dalam pembagian

kuota haji, adalah tingkat

pelunasan biaya perjalanan

ibadah haji. ÓIni bisa menjadi

pertimbangkan agar kuota

bisa terserap optimal,Ó

ujarnya.

Direktur Jenderal Penye-

lenggaraan Haji dan Umrah

(PHU) Kemenag Hilman

Latief mengatakan, se-

banyak 7.360 tambahan

kuota akan diperuntukkan

bagi haji reguler dan 640

lainnya untuk haji khusus.

Kriteria calon haji reguler

yang dapat memanfaatkan

kuota tambahan antara lain

berstatus cicil aktif, belum

pernah menunaikan ibadah

haji atau belum menunaikan

ibadah haji dalam setidaknya

10 tahun terakhir serta ber-

usia minimal 18 tahun pada

24 Mei 2023 atau sudah

menikah. (Ati/Ant)-d

Mengenai upaya pencegahan potensi ker-

awanan agar tidak benar-benar terjadi, me-

nurut Najid harus ada upaya untuk edukasi

ke masyarakat dan menutup pintu kesem-

patan terjadinya pelanggaran. Karena

pelanggaran apapun itu terjadi karena ada

niat dan kesempatan. ÓDua pintu itu harus di-

tutup,Ó tandasnya.

Terkait adanya kandidat calon presiden

yang melakukan orasi, Bawaslu belum bisa

menyebutkan sebagai subjek hukum.

Lantaran mereka belum ditetapkan sebagai

calon oleh KPU. Saat ini yang baru menjadi

subjek hukum baru parpol. Jika yang pidato,

parpol atau pengurus, baru bisa menjadi tar-

get Bawaslu. (Awh/Bro)-f

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  15

RABU LEGI, 10 MEI 2023

(19 SAWAL 1956)

Tanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Mahfud:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Karena tanah di Yogyakarta mahal, in-

vestor akan mencari harga yang murah

agar mudah menjual propertinya.

Bertemunya penawaran dan permintaan

yang meningkat, tanpa pengawasan

yang kuat, menyebabkan kasus

penyalahgunaan TKD akan berpotensi

terus terjadi di masa depan.

Praktek penyalahgunaan TKD ini

sebenarnya sudah berlangsung masif

sejak reformasi. Sudah ada ratusan

bahkan ribuan hektare tanah desa di

DIY yang dikuasai individu selama pu-

luhan tahun. Tanpa legalitas tanah

tetapi memiliki bangunan permanen,

sampai saat ini belum ada solusi. Pola

lainnya, tanah desa diaku sebagai

tanah pribadi oknum perangkat dan ke-

mudian dijual ke pengembang.

Disertasi Wisnu Pradoto (2012) di TU

Berlin misalnya, menyoroti perkembang-

an peri-urban area ke arah Utara

Yogyakarta dimana perumahannya

banyak menggunakan TKD. Namun

karena penegakan hukumnya lemah,

banyak penyalahgunaan TKD yang tidak

diproses hukum.

Kondisi saat ini berbanding terbalik.

Para pengembang nakal ini justru me-

manfaatkan Izin Gubernur sebagai legiti-

masi tindakan penipuannya. Modusnya

juga semakin canggih karena menggu-

nakan instrumen investasi vila yang terli-

hat menguntungkan dengan perjanjian di

depan notaris. Jadi korbannya bukan

hanya yang mencari hunian, tetapi yang

mencari investasi. Dengan harga yang

murah dan lokasi berkembang di Sleman.

Gayung bersambut.

Persoalan bertambah rumit ketika

birokrasi yang seharusnya mengawasi, ti-

dak menindak diawal proses pemba-

ngunan. Hampir seluruh perumahan yang

disegel tersebut kondisinya sudah berdiri

kokoh, bahkan ada yang sudah selesai.

Bagaimana solusinya?

Pertama, proses izin pemanfaatan TKD

harus dikaji ulang dan menjadi prioritas

serius pemerintah daerah, terutama di

Sleman. Tanah adalah komoditas paling

strategis di Yogyakarta sehingga birokrasi

harus bekerja ekstra untuk  mengontrol

penggunaannya.  Hal ini tidak mudah

karena proses pemanfaatan TKD meli-

batkan perangkat desa. Perlu literasi yang

memadai agar perangkat desa sampai

level terendah memahami makna Pergub

34/2017. Apabila kontrol di level desa da-

pat dilakukan, maka proses selanjutnya

akan lebih mudah.

Kedua, pemanfaatan semaksimal

mungkin melibatkan masyarakat desa

dan tidak semata-mata investor. Pola peli-

batan dengan BUMDes bisa menjadi al-

ternatif. Investasi berdampak langsung

pada kemakmuran desa dan tidak hanya

dari sewa, dan penggunaannya dapat di-

awasi secara langsung warga desa dan

investor juga tenang berinvestasi. Apabila

hanya diserahkan pada investor tanpa

pelibatan masyarakat desa, kondisinya

seperti yang terjadi saat ini. Masyarakat

diam saja ketika alat-alat berat hilir mudik

di desa mereka karena menganggap se-

mua perizinan sudah lengkap. 

Tata krama yang mengutamakan har-

moni dalam masyarakat Jawa membuat

kontrol tidak terjadi karena masyarakat

cenderung menghindari konflik.

Sayangnya, pola harmoni ini yang justru

dimanfaatkan pengembang nakal untuk

melakukan pelanggaran. 

Kontrol TKD tidak berarti menghambat

investasi yang sangat dibutuhkan DIY.

Penggunaan TKD yang tepat justru akan

memberikan efek ekonomi berganda

apabila semua fihak sadar hak dan kewa-

jibannya.

(Penulis adalah 

ahli politik agraria UGM)-f

NASIB PEMBELI RUMAH DI ATAS TKD

Sultan Tunggu Keputusan Pengadilan

ÓNdak, itu urusan hukum nanti. Yang

penting pelakunya saja dari situ, nanti

otomatis jadi saksi dan sebagainya.

Soal apakah saksi itu jadi tersangka

atau tidak itu kan nanti di pengadilan,Ó

kata Sultan HB X di Kepatihan,

Yogyakarta, Selasa (9/5).

Sultan mengatakan, soal penangan-

an kasus penyalahgunaan TKD, pihak-

nya menyerahkan sepenuhnya kepada

pihak yang berwajib. Termasuk penen-

tuan nasib pembeli rumah di atas TKD

yang bermasalah, masih menunggu ke-

putusan dari pengadilan. Begitu pula

dengan nasib bangunan perumahan

yang sudah telanjur dibangun di atas

TKD. Karena kewenangan berkaitan

hal itu sepenuhnya ada di pengadilan,

bukan di Pemda DIY. Untuk itu masya-

rakat sebaiknya menunggu keputusan

pengadilan terlebih dahulu.

ÓSaya belum tahu kan ada keputusan

pengadilan. Ya ndak tahu (nasib pem-

beli) saya. Nanti lihat keputusannya.

Wong keputusannya saja di pengadilan

belum ada,Ó ujar Sultan.                (Ria)-f
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BANK MANDIRI TASPEN  

Luncurkan Fitur QRIS pada Aplikasi Movin

KR-Istimewa

Peluncuran QRIS Bank Mandiri Taspen pada aplikasi
Movin.

MOU APEX BPR/BPRS-BANK BPD DIY

Semakin Kuat, Serap Teknologi

YOGYA (KR) - Terus men-

dukung potensi UMKM di

Yogya dengan eksistensi ke-

beradaan BPR/BPRS DIY, di-

tandatangani MoU Apex BPR/

BPRS dengan PT Bank BPD

DIY, Selasa (9/5), di Ruang

Istimewa Lt 7 Kantor Pusat

Bank BPD DIY, Jalan Tentara

Pelajar No 7 Yogyakarta. Apex

bank merupakan konsep kemi-

traan BPR dengan bank

umum maupun BPR yang se-

makin menguatkan BPR/

BPRS.

ÓSetelah sebelumnya ada

10 BPR/BPRS di DIY menan-

datangani MoU, kini ada 15

BPR/BPRS di DIY yang

bergabung kerja sama Apex

dengan Bank BPD DIY. Total

ada 25 BPR/BPRS telah

bergabung dari sekitar 48 BPR

dan 6 BPRS di DIY,Ó tutur

Direktur Pemasaran Bank

BPD DIYAgus Trimurjanto.

Agus didampingi Direktur

Kepatuhan Dian Ariani dan

Direktur Umum Hudan Mul-

yawan dengan disaksikan

Ketua Perbarindo DIY Wulfram

Margono, menandatangani

MoU bersama 15 direktur/per-

wakilan BPR/BPRS yakni BPR

Nusamba Temon, BPR

Madani Sejahtera Abadi, BPR

Shinta Daya, BPR Nusumma

Jogja, BPR Berlian Bumi Arta,

BPR Kurnia Sewon, BPR

Danamas Prima, BPR Artajaya

Bhaktimulia, BPRS Mitra

Harmoni, BPR Arta Agung

Yogyakarta, BPR Restu Artha

Yogyakarta, BPR Wijayamulya

Santosa, BPR Nusamba

Banguntapan, BPR Arum

Mandiri Melati, dan BPR

Nusantara Artha Makmur. 

ÓApex Bank BPD DIY dalam

rangka menciptakan kerja

sama melindungi/mengayomi

dan saling menguntungkan

serta memperluas pelayanan

dan sinergi pada UMKM dan

mendukung pengembangan

ekonomi daerah. Tujuan Apex

membantu BPR/BPRS dalam

fasilitas dana likuiditas dan

dana bergulir, bidang pembi-

ayaan berupa linkage pro-

gram, pemanfaatan teknologi

informasi Bank BPD DIY dan

bantuan teknis peningkatan

kapasitas SDM,Ó jelasnya.

(Vin)-f

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X me-

ngatakan, penanganan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di

DIY terus berlanjut dan diserahkan penanganannya kepada aparat

penegak hukum. 

KR-Juvintarto

Jajaran Bank BPD DIY dan Pimpinan BPR/BPRS usai penan-
datanganan MoU.

Sementara itu, Penyidik Direktorat

Tindak Pidana Umum (Dirtinpidum)

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri

menetapkan dua orang tersangka dalam

kasus dugaan tindak pidana perdagan-

gan orang yang menimbulkan korban se-

banyak 20 warga negara Indonesia (WNI)

ke Myanmar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bares-

krim Polri Brigjen Polisi Djuhandhani

Rahardjo Puro mengatakan, penetapan

tersangka dilakukan setelah penyidik me-

lakukan gelar perkara yang dipimpin

Kombes Pol Basuki Efendhy.

ÓHasil keputusan gelar perkara, terlapor

atas nama Anita Setia Dewi dan Andri

Satria Nugraha ditetapkan sebagai ter-

sangka,Ó kata Djuhandhani.

Ia menjelaskan, penetapan kedua ter-

sangka dengan alasan telah ter-

penuhinya unsur dugaan tindak pidana

perdagangan orang (TPPO) Pasal 4

Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2007

dan/atau Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017

tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia.

Setelah penetapan tersangka,

penyidik selanjutnya melakukan ren-

cana tindak lanjut melengkapi adminis-

trasi penyidikan dan mengembangkan

penyidikan untuk memastikan adanya

tersangka lainnya. ÓRencana tindak

lanjut mencari dan menangkap pela-

ku,Ó kata Djuhandhani.

Kasus ini berawal dari laporan keluarga

korban 20 orang WNI yang disekap di

Myanmar ke Bareskrim Polri pada 2 Mei

2023. Laporan polisi dengan nomor

LP/B/82/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri

tersebut langsung ditindaklanjuti dan di-

naikkan status penanganannya ke tahap

penyidikan, Senin (8/5).

Sebelumnya, sebanyak 20 orang WNI

diduga jadi korban TPPO di Myanmar

telah dibebaskan pada Sabtu (6/5) dalam

dua tahap. Tahap pertama sebanyak em-

pat orang dan tahap kedua sebanyak 16

orang. (Ful)-d
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SMAN 1 Ngaglik telah selesai. Tidak lama

kemudian, ada rombongan sekitar 20

sepeda motor berboncengan dari arah se-

latan. ÓDari CCTV, terlihat serta merta rom-

bongan pelaku ini lewat dan para pelajar di

antaranya korban di pinggir jalan dianiaya

secara acak. Kebetulan posisi korban ada

di pinggir, sehingga terkena senjata tajam,Ó

ungkap Kapolresta di Mapolresta Sleman,

Selasa (9/5).

Atas kejadian itu, korban lalu dilarikan ke

rumah sakit untuk mendapatkan perawat-

an, sedangkan pelaku melarikan diri. Polisi

gabungan dari Polsek Ngaglik, Polresta

Sleman dan Polda DIY menyelidiki kasus

tersebut. Hasilnya, polisi mendapatkan titik

terang pelaku pembacokan sehingga pen-

carian pun dilakukan.

ÓDiduga pelaku berada di rumah kemu-

dian dilakukan penangkapan pada Selasa

dini hari, selanjutnya pelaku dibawa ke

kantor polisi. Adapun barang bukti yang

disita antara lain clurit dan motor yang di-

gunakan saat melakukan pembacokan,Ó

bebernya.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku meru-

pakan alumni salah satu sekolah di

Kabupaten Sleman. Keduanya sengaja

ikut konvoi rombongan pelajar dari sekolah

mereka dulu untuk mencari sasaran.

ÓMotifnya kejahatan jalanan dilandasi per-

saingan antarsekolah. Mereka konvoi di

jalan dan jika menemui kelompok lain

langsung melakukan aksinya,Ó ujarnya.

Kapolresta mengaku heran dengan ke-

dua pelaku, mengingat mereka sudah ti-

dak lagi bersekolah. ÓSaya heran, di antara

mereka ada yang sudah punya istri, tapi

ada yang merasa pernah sekolah di situ.

Kemudian adik kelas merayakan kelulu-

san dan ikut-ikutan,Ó tambahnya.

Kapolresta memastikan, aksi kedua pe-

laku sudah direncanakan karena telah

mempersiapkan sajam dari rumah. Salah

satu tersangka mengakui membawa sa-

jam yang kemudian disembunyikan di ba-

junya. ÓDulu waktu sekolah memang

musuh sekolah saya, sering bentrok di

jalan,Ó kilah tersangka. Atas perbuatannya,

pelaku dijerat Pasal 2 Undang-Undang

Darurat No 12 Tahun 1951 tentang

Senjata Tajam  hukuman 10 tahun dan

Pasal 351 Ayat (2) KUHP ancaman 5

tahun. (Ayu)-d
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Hakim menyatakan tidak ada alasan

pemaaf dan pembenar untuk Teddy.

Hakim menyatakan Teddy terbukti terlibat

menjual barang bukti sabu lebih dari 5

gram bersama Linda dan AKBP Dody

Prawiranegara.

Hakim juga menyatakan Teddy terbukti

mendapat keuntungan dari penjualan

sabu tersebut senilai SGD 27.300 atau

setara dengan Rp 300 juta. Hakim meno-

lak seluruh pembelaan atau pleidoi Teddy

Minahasa. Hal memberatkan Teddy ialah

tidak mengakui perbuatannya serta

berbelit-belit dalam menyampaikan kete-

rangan. Hakim juga menyatakan Teddy

selaku polisi sebagai penegak hukum

malah terlibat kasus narkoba.

Usai sidang pembacaan vonis, Teddy

tampak tersenyum dan melambaikan ta-

ngan. Teddy langsung berdiri dari kursi

terdakwa dan menghampiri penasihat

hukumnya,  Hotman Paris Hutapea. Ke-

duanya bersalaman dan berbincang.

Kemudian, Teddy menghampiri dan

menyalami tim penasihat hukum lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat Iwan Ginting mengaku akan mem-

bahas untuk langkah ke depannya

apakah akan ajukan upaya banding atau

tidak. (Ant/Has)-d


